KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Kelas menengah kian sempit
: Kamis, 11 Juli 2024

: Media Indonesia
01

Kelas Menengah

kian Termpit

Pengetatan pembelian
BBM subsidi dinilai
tidak akan efektif untuk
menekan peleharan
defisit APBN.

Insi NanTika JeLima
s medinindanesio,com

ENCANA pembatasan pem-

helian bahan hakar minyak

(BBM) hersubsidi pada 17

gustus mendatang diperki-

rakan bakal klan menambab beban
masyarakal kelas menengah.

Direkr Kebijakan Pubiik Celios

Media Wahyudi Askar menilai kelom-

pok menengah akan menjadi kelompak

yang paling terdampak hila akses ler-

hadap BEM subsidi dibatasi. Pasalnya,
selama ini kelas menengah herada di
luar skema perlindungan sostal,
"Beban kelas menengah makin
bertambah. Pembatasan BBM subsidi
menyehabkan alokasi arggaran rumah
tangga menjadi lebin ketat,” unghap
Wahyudi kepada Media Indonesia,

kemarin.

Fakra lain ialah kelompok menengah
meripakan kontributor pajak paling
besar unmk Tndenesia dengan perki-
raan kelas menengah memiliki kontri-
brust sekitar 43% dart total konsums
rumah tangga. "Kelompok menengah
posisinya semakin terimpit, Bayar
pajak lebih banyak, tapi subsidi vang
mereka terinma terbatas, Sementara i,
arang-nrang superkaya diberi subsidi
atan insentif gila-gilaan,” imbuhnya,

Senada, pengamal ekonomi energi
dari Universitas Padjadjaran Yayan
Satyakti menyebutselamaini kalangan
menengah sudah terbebant dengan
berbagai macam taril dan harga mahal
dat barang kebutahan pokok, biaya
kuliah, hingga tingkat suku hunga
vang tingg,

"Golengan menengah ini sudah

hahalk helur seiak pandemi. Tno akan
ditamhah dengan pengetatan peng-
punaan BUM subsidi,” wjar Yayan,
kemarin.

L pun e ndlad jlka majwanmya unok
menekan pelebaran delisit anggaran,
sesunggubinya langkah pembatasan
pembelian BRM subsidi lidak efeklif.

Ttu disebahkan problem defisit ang-
garan tersehut sebetulnya dipicu oleh
ketidakdisiplinan pemerintah dalam
mengelola keuangan publik atau APRN,

"Saya tidak yakin pembatasan BEM
subsidl L00% akan efelid, Manajemen
APEN tidak disiplin dan objekul
yang mengutamakan keputusan
politik (lebih kentara) kelimbang real
econemics,” jelasnya,

Anggata Komisi VIE IPR Mulyanto
mengatakan ketidaktepatsasaran
distribmsi BEM subsidi hukan alasan
untuk memberlakukan pembatasan.
[ustru distribusinya yang harus di-
perhaild agar masyarakat bewal beral
merasakan keadilan manfaat subsidi
untuk bangkit dart kesulitan ekonomi,

"Warana ini, kan, sudah lama her-
kembang karena dikerabui terjadi
ketidaktepatsasaran yang memicu keti-

dakadian disiribusi BEM subsidi, Pa-
dahal BBM subsidi it, san, dinukan
unluk masyarakat miskin dan rentan,
lapi nyatanya pemerintah mengambil
stkap pemboran,” kata dia,

Belum diputuskan
Dilnin pihak, PTPertamina (persern)

menvitakan akan mulad mengontrol
ketal pembelian DBM subsidijenis per-
talite pada bulan depan sesual dengan
arahan pemerintah pusat. Arahan i
sebelumnya datang dari Menko Bidang
Kemariliman dan Investasi Luhut
Binsar Mandfaitan yang mencgaskan
untuk mengatasi defisit APBN 2024,
pemerintall AeRargetkin pengeratan
penggunaan BBM subsidi pada 17
Agustus mendatong.

"Pertamina selaku RIIMN akan men-
jalankan arahan pemerintah,” ujar VB
Corporate Communicalicn Pertamina
Fadjar Djeko Santose, kemarin,

Sementara itu, Menteri BUMN Erick
Thohir justru mengatakan masth
menunggu penugasan. Soal kebijakan
pembatasan BEM subsidi akan berlaku
kapan dan di mana, Lrick belum
mengetahud informast i, “Saya belum
hisa komentar karena saya helum
tahu, dalam arti apakah 17 Agustus,
atau Jannari tahun depan, November,
alau Desember, saya tdak taho. Kits
wnggu saja,” kala Erick di kompleks
[stana Kepresidenan, kemarin,

Menko Bidang Perekonomian Air-
langga Hartarto juga menyebut wa
cana il helum diputuskan dan akan
dirapatkan lagh, Begitu pula dengan
revisi Perpres No 191/2014 tentang Pe-

nyediaan, Pendistribusian, dan Harga
Jual Ereran Bahan Bakar Minyak, ia
menatirkan hal it masth akan didis
kusikan bersama Presiden Jokowi.
"Bukan belum goal, kan, mesd di
rapatkoordinasikan dulu. Tenu ada
perhitungan kansekaenst fiskal juga,"
ungkap Airlangga. (Try/Van/X-3)
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